BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Sejarah kepemimpinan wali nagari perempuan di Bukit Bais tidak
terlepas dari dinamika sosial dan budaya Minangkabau yang menganut
sistem matrilineal. Secara historis, perempuan Minangkabau memegang
peranan sentral dalam keluarga dan adat, terutama sebagai Bundo
Kanduang, penjaga nilai, dan penerus garis keturunan. Namun, dalam ranah
kepemimpinan formal di tingkat nagari, posisi wali nagari umumnya
dipegang oleh laki-laki. Perubahan mulai terjadi pada era reformasi, ketika
perempuan mulai mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk tampil
sebagai pemimpin nagari. Terpilihnya wali nagari perempuan di Bukit Bais
menandai babak baru dalam sejarah politik lokal, menunjukkan adanya
pergeseran paradigma dan pengakuan terhadap kompetensi serta kapasitas
perempuan dalam memimpin masyarakat.

Kehadiran Wali Nagari perempuan di Bukit Bais menghadirkan
peluang besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang
lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat,
khususnya kelompok rentan. Dukungan struktur adat Minangkabau,
jaringan organisasi perempuan, serta legitimasi simbolis sistem matrilineal
menjadi modal penting untuk memperkuat peran dan efektivitas
kepemimpinannya. Namun, potensi tersebut dihadapkan pada tantangan
serius berupa stereotip gender, resistensi budaya, risiko nepotisme, beban
ganda, serta ekspektasi publik yang tinggi. Keberhasilan Wali Nagari
perempuan akan sangat bergantung pada kemampuannya mengatasi
hambatan-hambatan ini, membangun kepercayaan, serta mengintegrasikan
nilai adat, agama, dan kesetaraan gender dalam kebijakan dan program
pembangunan nagari.

Wali nagari perempuan di Bukit Bais memegang peran strategis
sebagai kepala pemerintahan nagari, pelaksana pembangunan, dan

pengayom masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, wali nagari
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perempuan bertanggung jawab mengelola administrasi pemerintahan,
merancang dan melaksanakan program pembangunan, serta menjaga
harmoni sosial dan adat di nagari. Selain itu, wali nagari perempuan juga
berperan sebagai penggerak pemberdayaan perempuan, mendorong
partisipasi aktif kaum perempuan dalam berbagai bidang, serta menjadi
teladan dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi. Tanggung
jawab wali nagari perempuan juga mencakup pelestarian adat dan budaya,
penyelesaian konflik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan di
masyarakat. Dengan gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif,
wali nagari perempuan di Bukit Bais mampu membangun komunikasi yang
harmonis dengan unsur adat, agama, dan masyarakat luas.

Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan wali nagari perempuan
di Bukit Bais sangat beragam dan dinamis. Sebagian masyarakat, terutama
generasi muda dan kelompok perempuan, mulai menerima dan mendukung
kepemimpinan perempuan atas dasar kompetensi dan integritas. Namun,
masih terdapat tantangan berupa stereotip gender, budaya patriarki, dan
interpretasi agama yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap
kepemimpinan perempuan. Meskipun demikian, keberhasilan wali nagari
perempuan dalam menjalankan tugas dan membawa perubahan positif di
nagari secara perlahan mengubah pola pikir masyarakat. Kepemimpinan
perempuan di Bukit Bais juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk
berani mengambil peran strategis dalam pemerintahan dan masyarakat.
Dukungan regulasi, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam
memperkuat posisi perempuan sebagai pemimpin nagari di tengah
tantangan budaya dan sosial yang masih ada.

Kepemimpinan wali nagari perempuan di Bukit Bais merupakan
refleksi dari perubahan sosial dan budaya di Minangkabau, di mana
perempuan tidak hanya sebagai penjaga adat dan keluarga, tetapi juga
mampu tampil sebagai pemimpin formal yang diakui masyarakat. Dengan
peran dan tanggung jawab yang diemban, serta dukungan dan tantangan

yang dihadapi, wali nagari perempuan di Bukit Bais membuktikan bahwa
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kepemimpinan berbasis kompetensi dan integritas dapat membawa
kemajuan dan harmoni bagi nagari. Keberhasilan ini diharapkan dapat
mendorong semakin banyak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam

kepemimpinan di masa depan.

. Saran

Kenagarian Bukit Bais diharapkan dapat terus memperkuat
komitmennya dalam menciptakan lingkungan sosial-politik yang inklusif
dan responsif terhadap perubahan zaman. Pengalaman memiliki wali nagari
perempuan merupakan momentum penting yang perlu diperkuat dengan
kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan serta partisipasi
perempuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pemerintah
nagari bersama unsur adat dan masyarakat sipil diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kepemimpinan
berbasis kompetensi, bukan berdasarkan stereotip gender. Keberhasilan
yang telah dicapai diharapkan menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk
turut berkiprah dalam ruang-ruang kepemimpinan, baik di tingkat lokal

maupun lebih luas.

Wali Nagari perempuan di Bukit Bais disarankan untuk terus
memperkuat peran strategisnya sebagai pemimpin yang memiliki peran
lebih luas dari sekadar tugas administratif tetapi juga sebagai penggerak
perubahan sosial dan budaya di tengah masyarakat. Wali nagari perempuan
juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong
pemberdayaan perempuan secara lebih luas melalui pelatihan, pembinaan,
dan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan.
Dalam konteks pelestarian adat dan penyelesaian konflik, kepemimpinan
yang mengedepankan dialog dan pendekatan partisipatif akan memperkuat
peran wali nagari sebagai penjaga harmoni sosial. Keberhasilan yang telah

dicapai diharapkan menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk turut
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berkiprah dalam ruang-ruang kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun
lebih luas.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki
keterbatasan, baik dalam penyajian informasi, analisis data, maupun aspek
teknis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran
konstruktif dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis
juga dengan tulus menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat
kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dalam
penyusunan skripsi ini. Setiap kritik dan masukan dari pembaca akan
menjadi bahan refleksi dan evaluasi yang sangat berharga bagi penulis

dalam meningkatkan kualitas penelitian di masa depan.
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